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Poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem 

perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan 

jenisnya dalam waktu bersamaan. Adapun secara terimologis, poligami dapat 

dipahami sebagai suatu keaadan dimana seorang suami memiliki istri lebih 

dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beistri dua 

orang,tiga orang, empat orang, dalam waktu bersamaan. 

Penelitian yang dilakukan penulis ini bukanlah penelitian satu-

satunya mengenai pengabulan izin poligami, sebelumnya sudah ditemukan 

penelitian mengenai izin poligami, tetapi secara spesifik belum ada penelitian 

yang fokus pada pengabulan izin poligami menurut hukum Islam. Kemudian 

peneliti mengkaji satu penelitian terdahulu yang relevan dan berhubungan 

dengan konsep pengabulan izin poligami 

 Berdasarkan latar belakang yang disampaikan peneliti, penelitian ini 

menggunakan metode pendekatan kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang tidak melalui prosedur analisis statistik atau secara 

perhitungan, cara kuantifikasi lainnya yang menghasilkan prosedur analisis. 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum yuridis 

normatif yakni menjadikan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang 

Nomor 466/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg sebagai bahan analisis utama. Yuridis 

normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencangkup bahan 

hukum primer, sekunder, dan tersier. 

Hasil penelitian ini menunjukan, pertama Pada dasarnya kebolehan 

berpoligami itu adalah mutlak dan adil, itu merupakan kewajiban bagi suami 

terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka karena tuntutan agama. Kedua, 

Persetujuan dari istri hal terpenting dalam hal permohonan poligami yang 

nantinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau 

menolak izin poligami seorang poligami. Ketiga, syarat paling utama dalam 

pertimbangan poligami adalah masalah kemampuan finansial. ketika seorang 

suami memutuskan untuk menikah lagi, maka yang harus pertama kali 

terlintas di kepalanya adalah masalah tanggung jawab nafkah dan kebutuhan 

hidup untuk dua keluarga sekaligus, Nafkah tentu saja tidak berhenti sekedar 

bisa memberi makan dan minum untuk isteri dan anak, tapi lebih dari itu 

bagaimana dia merencanakan anggaran kebutuhan hidup sampai kepada 

masalah pendidikan yang layak, rumah dan semua kebutuhan lainnya.
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 Polygamy according to the Big Indonesian Dictionary is a marriage system in 

which one party has or marries several members of the opposite sex at the same time. As 

for terminology, polygamy can be understood as a condition where a husband has more 

than one wife. A polygamous husband can have two wives, three people, four people at 

the same time. 

 The research conducted by this author is not the only research regarding the 

granting of polygamy permits, previously research has been found on polygamy permits, 

but specifically there has been no research that focuses on granting polygamy permits 

according to Islamic law. Then the researcher examines one previous study that is 

relevant and related to the concept of granting polygamy permits 

 Based on the background presented by the researcher, this research uses a 

qualitative approach. This type of qualitative research is research that does not go through 

statistical analysis procedures or by calculation, other quantification methods that 

produce analytical procedures. The type of research used by the researcher is normative 

juridical law research, namely making the decision of the Malang Regency Religious 

Court Number 466/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg as the main analysis material. Normative 

juridical is legal research that is carried out by prioritizing researching library materials 

or secondary data, which may include primary, secondary, and tertiary legal materials. 

 

 The results of this study show, firstly, basically the permissibility of polygamy 

is absolute and fair, it is an obligation for husbands to their wives and children because 

of religious demands. Second, the approval of the wife is the most important thing in the 

case of a polygamy application which will later be considered by the judge in granting 

or refusing a polygamous permit for a polygamist. Third, the most important condition 

in considering polygamy is a matter of financial ability. When a husband decides to 

remarry, the first thing that should come to his mind is the issue of the responsibility for 

living and living for two families at once. Livelihood of course does not stop just being 

able to provide food and drink for his wife and children, but more than that how he plans 

the living expenses budget down to the issue of proper education, housing and all other 

necessities. 

 



BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Konteks Penelitian 

Menurut kompilasi Hukum islam perkawinan adalah akad yang sangat 

kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah, perkawinan bertujuan untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah, warahmah 

(syarifuddin, 2009: 40). 

Sebagai makhuk Allah SWT yang mulia, manusia tidak pernah terlepas 

dari fitrahnya. Islam sebagai agama rahmatan lil’alamin memberikan jalan atau 

cara bagi umatnya untuk mendapatkan calon pendamping hidup dengan 

pernikahan atau perkawinan yang sah menurut syariat maupun hokum positif 

di Indonesia. perkawinan yang dimaksud ialah ikatan lahir batin seorang pria 

dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal bedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU P No 1, 2010). 

Pada hakikatnya system perkawinan di Indonesia menganut asas 

monogami atau hanya memiliki satu pasangan (Rofiq, 2003:169). Hukum 

islam memperbolehkan seorang laki-laki tersebut memenuhi syarat mutlak 

yaitu dapat berlaku adil. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nisa 

(4) ayat 3 :  

فاَِنْ   وَاِنْ خِفْتُمْ الَّا تُ قْسِطوُْا فِِ الْيَ تٰمٰى فاَنْكِحُوْا مَا طاَبَ لَكُمْ مِ نَ النِ سَاۤءِ مَثْنٰٰ وَثُ لٰثَ وَربُٰعَ ۚ

ايَْْاَنكُُمْ ۗ ذٰلِكَ ادَْنٰىٰ الَّا تَ عُوْلُوْاۗ خِفْتُمْ الَّا تَ عْدِلُوْا فَ وَاحِدَةً اوَْ مَا مَلَكَتْ   

 



Artinya :   

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap 

(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah 

perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu 

khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau 

hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat 

agar kamu tidak berbuat zalim” (Departemen Agama RI). 

 

Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah 

swt yang dipelajari yang dilengkapi rohani dan akal. Dengan kesempurnaan 

tersebut manusia mampu untuk menerima dan menjalankan syariat agama. 

Dari kehidupan berpasangan, manusia diisyaratkan untuk menjalin hubungan 

yang mulia, mengembangkan keturunan, menegaskan hak dan kewajiban yang 

bertujuan menjaga harkat dan martabat serta kerhormatan manusia yang 

disebut dengan nikah.  

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyrakat. 

Eksitensi institusi ini adalah untuk melegalkan hubungan hukum antara laki-

laki dengan seorang wanita. Oleh sebab itulah, beberapa ahli memandang dan 

memberikan arti yang sangat penting terhadap intitusi yang bernama 

perkawinan-perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dan 

seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk bersama atau bersekutu dengan 

kekal (Tutik, 2008:99). 

Sejatinya tujuan dari sebuh perkawinan adalah untuk menyatukan 

antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain dan terbinannya hubungan 

yang harmonis selaras dengan tujuan pernikahan menurut undang-undang dan 

hukum islam yakni sakinah, mawadda, dan warahmah (Syarifuddin, 2007:26). 

Memang praktek poligami masih termasuk persoalan yang 

kontrofersial di kalangan akademisi, mengundang berbagai presepsi yang pro 



ataupun kontra. Kelompok yang menolak prsktek poligami menuding dengan 

tudingan yang mengidentikkan praktek poligami dengan sesuatu hal yang 

negatif atau jelek (Kurnia, 2006:24). Jadi menurut mereka poligami adalah 

perbuatan yang melanggar ketentuan HAM, juga sebagai salah satu bentuk 

penindasan dan memandang renda nilahwanita dan selain itu diyakini sebagai 

tindakan deskriminatif terhadap kaum Hawa. 

Sedangkan mereka yang pro terhadap dipraktekkannya poligami, 

mereka berpresepsi bahwa praktek poligami merupakan bentuk perkawinan 

yang legal dan telah lama dipraktekkan oleh beberapa bangsa di belahan dunia 

ini. Dalam beberapa hal dan kasus tertentu, praktek poligami justru dapat 

mengangkat harkat dan martabat kaum hawa, serta dinilai dapat menjadi media 

perlindungan terhadap moral seorang suami, agar tidak sampai masuk dan 

terjebak ke dalam lubang maksiat yang telah dilarang oleh Allah (As-sanan, 

2006:16).  

Di Indonesia poligami diatur sedemikian rupa tentang syarat dan 

ketentuannya. pada hakikatnya sistem perkawinan yang ada di Indonesia 

menggunakan asas monogami bukan poligami, yaitu hanya memiliki satu 

pasangan. Karena poligami bukan anjuran tetapi salah satu solusi yang akan 

diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat-

syaratnya. poligami dapat dianalogikan dengan pintu darurat dalam pesawat 

terbang yang hanya boleh dibuka dalam keaadan Emergency tertentu (Fahmie, 

2007:11). Mustafa Al-Maraghi berpendapat mengenai poligami, beliau 

berpendapat bahwa kebolehan poligami dalam surat Al-Nisa ayat (3) 

merupakan poligami yang diperketat, poligami diperbolehkan hanya dalam 



keaadan darurat saja, yang hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang benar 

membutuhkan saja, seperti isteri dalam keaadan tidak dapat melahirkan 

keturunan, istri sudah berusia tua, dan jumlah perempuan lebih banyak dari 

jumlah laki-laki dengan keadaan yang sangat mencolok (Al-Maraghi, 326-

327). Yang bisa jadi dikarenakan terjadinya perang, akibat lain yang mungkin 

muncul dari perang ini adalah banyak anak yatim dan janda yang perlu 

dilindungi atau dikarenakan memang didalam suatu wilayah yang memang 

jumlah penduduk wanita lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk pria, 

Maka ini pun termasuk alasan yang membolehkan (Nasution, 90).   

Didalam Islam ulama berbeda pendapat dalam kebolehan melakukan 

poligami seperti pendapat Muhammad ‘Abduh sebagaimana dikutip oleh 

Khoirudin Nasution, poligami yang tujuannya untuk kesenangan hukumnya 

haram dan jika alasannya untuk memenuhi kebutuhan biologis menjadi tidak 

boleh, akan tetapi jika alasannya darurat, maka kemungkinan untuk 

melakukannya tetap ada yang disertai dengan syarat mampu berlaku adil 

kepada isteri-isterinya (Nasution, 102-104).  

Persoalan mengenai poligami di Indonesia telah diatur dalam undang-

undang perkawinan yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi 

Hukum islam (KHI). Berkenan dengan poligami, Undang-Undang No.1 Tahun 

1974 memuat beberapa ketentuan sebagai berikut :  

1. Pada dasarnya suatu perkawinan, seorang hanya mempunyai seorang 

isteri, wanita hanya boleh mempunyai suami. 



2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk 

beristeri lebih dari satu, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan.  

Didalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan :  

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin 

dari Pengadilan Agama.  

2. Pengajuan permohona izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut 

tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah 

No.9 Tahun 1975. 

3. Perkawinan dilakukan dengan isteri kedua, ketiga ataupun keempat 

tanpa izin dari pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.  

Dari peraturan-peraturan atau ketentuan tentang poligami diatas 

merupakan latar belakang pengambilan keputusan atau pertimbangan hakim 

ketika seorang suami mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan. 

Pengadilan Agama berwenang memberikan izin poligami atau tidak 

memberikan izin poligami jika ternyata pengajuan izin poligami tersebut tidak 

memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan.         

Peran hakim dalam hal ini berperan penting terkait dalam memutuskan 

apakah izin poligami dapat diterima atau tidak, dalam pengambilan keputusan 

tentunya hakim memiliki dasar dan pertimbangan hokum yang dijadikan 

pedoman dalam mengambil suatu keputusan dalam memutuskan perkara 

pemberian izin poligami. oleh karena itu pertimbangan hakim sangatlah 

menarik untuk dikaji. 



Dalam skripsi ini Putusan Hakim Pengadilan Agama yang dikaji adalah 

putusan Pengadilan Agama Kab Malang, karena dalam hal ini Pengadilan 

Agama Kab Malang telah memutus perkara Pengabulan izin poligami yaitu 

putusan Nomor. 466/Pdt.G/2020/PA.Kab.Malang.  

Dalam isi putusannya Pengadilan Agama kab Malang mengabulkan 

izin poligami yang diajukan oleh pemohon dengan alasan isteri atau termohon 

tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri karena sering kecapean 

bekerja dan harus mengurus rumah tangga serta anak-anak, akibat nya 

Termohon sering menolak saat diajak hubungan intim suami isteri. oleh 

karenannya pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang 

dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami.   

Dalam Putusan No.466/Pdt.G/2020/PA.Kab.Malang menerangakan 

bahwa alasan suami mengajukan izin poligami dikarenakan sering kecapeaaan 

bekerja dan harus mengurus rumah tangga dan anak-anak. 

Penelitian yang dilakukan penulis ini bukanlah penelitian satu-satunya 

mengenai pengabulan izin poligami, sebelumnya sudah ditemukan penelitian 

mengenai izin poligami, tetapi secara spesifik belum ada penelitian yang fokus 

pada pengabulan izin poligami menurut hukum Islam. Kemudian peneliti 

mengkaji satu penelitian terdahulu yang relevan dan berhubungan dengan 

konsep pengabulan izin poligami, Diantaranya:  

Nano Romadlon Auliya Akbar (2020) dalam jurnalnya yang berjudul 

“Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Karangasem No. 

1/Pdt.G/2018/PA.Kras tentang pengabulan permohonan izin poligami ditinjau 

dari Maqashid Al-syariah Ibn Asyur” menjelaskan dalam menetapkan perkara 



diatas pertimbangan yang dilakukan majelis hakim hanya menyatakan fakta-

fakta hukum yang terjadi dengan aturan hukum yang ada dalam peraturan 

undang-undang agar lebih jeli dan tidak melepaskan nilai hukum yang 

terkandung, begitupun juga maqasid al-syariah sebagai metode interpretasi 

teks hukum. 

Setelah mengkaji satu penelitian terdahulu yang relevam dan 

berhubungan dengan konsep izin poligami, ditemukan perbedaan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian dalam skripsi ini. Oleh karena itu, 

penulis melakukan penelitan mengenai permohonan izin poligami. 

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 57 Kompilasi 

Hukum Islam ada 3(tiga) syarat untuk melakukan poligami yaitu: 

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri 

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan 

3. Istri tidak dapat melahirka keturunan.   

Hal lain yang menjadikan penyusun tertarik untuk meneliti yakni 

mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi hakim mengabulkan 

permohonan izin poligami terhadap pasangan, pertimbangan Majelis Hakim 

dalam menyikapi dan menyelesaikan persoalan hukum yang muncul 

sehubungan dengan perkara yang ada dan pandangan Hakim terhadap 

Permohonan izin poligami. Dengan bebagai alasan yang diajukan permohon, 

Hakim sebagai pihak yang berwewenang dalam mengabulkan dan menolak 

permohonan izin poligami. Sealin itu hakim adalah pihak yang mempunyai 

kewenangan dalam mengenai Hukum dalam perkara tersebut tanpa 



mengesampaikan Undang-undang Perkawinan 1974 dan Kompilasi Hukum 

Islam.  

Dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. Abd Razak Payapo selaku 

salah satu hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjelaskan “  izin 

poligami bisa  dikabulkan itu ada beberapa alasan  dalam pengajuan istri tidak 

dapat memberi keturunan (mandul ), istri mendapat penyakit menular karena 

suami tidak bisa menggaulinya antara dua lain dikabulkan apabila istri 

pertama itu dengan ridho sukarela dan suami mampu berlaku adil mencukupi 

segala kebutuhan kehidupan  ekonomi , maka  pengadilan mengabulkan” (Abd  

razak ,05 januari 2022) 

Setelah melihat fenomena diatas, penulis tertarik untuk mengulik lebih 

dalam mengenai hal tersebut, kemudian penulis memfokuskan penelitian pada 

“Pengabulan Permohonan Izin Poligami Ditinjau Dari Prespektif Hukum 

Islam Nomor Perkara 466/Pdt.G/2020 Di Pengadilan Agama Kabupaten 

Malang”. 

B. Fokus Penelitian 

Bedasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis membuat 

beberapa fokus masalah untuk mempermudah menganalisa permasalahan yang 

akan di angkat di skripsi ini, fokus penelitiannya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Poligami ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif yang 

berlaku di Indonesia? 

2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan 

Pengabulan Permohonan Izin Poligami Berdasarkan Putusan Hakim 

Nomor 466/Pdt.G/2020  Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang? 



3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengabulan Permohonan 

Izin Poligami Nomor 466/Pdt.G/2020 Di Pengadilan Agama Kabupaten 

Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian fokus penelitian diatas, maka tujuan yang akan 

dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan dan analisis poligami ditinjau dari hukum islam 

dan hukum positif yang berlaku di Indonesia 

2. Untuk mendeskripsikan dan analisis yang menjadi Dasar Pertimbangan 

Hakim Dalam Menetapkan Pengabulan Permohonan Izin Poligami 

Berdasarkan Putusan Hakim Nomor 466/Pdt.G/2020 Di Pengadilan 

Agama Kabupaten Malang. 

3. Untuk mendeskripsikan dan analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pengabulan Permohonan Izin Poligami Nomor 466/Pdt.G/2020 Di 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman 

mengenai Pengabulan Permohonan Izin Poligami, serta diharapkan 

dapat berguna untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hal tersebut. 

  



2. Kegunaan Praktis 

a. Untuk memeproleh gelar S.H pada jenjang Strata 1 serta menambah 

wawasan tentang ilmu di bidang Hukum Keluarga Islam. 

b. Untuk Pengadilan Agama Kabupaten Malang Sebagai bahan 

masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan serta memberikan 

perlindungann hokum. 

c. Untuk Universitas Islam Malang agar dapat menambah referensi di 

Perpustakaan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan penelitian 

bagi mahasiswa, dan dapat digunakan sebagai penambahan 

wawasan mahasiswa terkait pengabulan izin poligami. 

E. Definisi Operasional 

Untuk mempermudah pembaca dalam rangka memberi kejelasan dan 

panduan isi laporan skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah dari 

judul penelitian ini, berikut ini adalah beberapa penjelasan mengenai beberapa 

istilah tersebut. 

1. Pengabulan 

Pengabulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata 

pengabulan adalah proses, cara, perbuatan mengabulkan (Permohonan 

dan sebagainya). Pengabulan berasal dari kata dasar Kabul. (KBBI). 

2. Izin Poligami 

Poligami terdiri dari kata Poli dan Gami secara etimologi Poli artinya 

banyak, Gami artinya istri jadi poligami artinya beristri banyak. Secara 

Terminologi poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari 



satu istri atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi 

paling banyak empat orang. (Ghazaly, 2003:129) 

 

 



BAB VI 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan tentang Pengabulan Permohonan izin Poligami (Studi 

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 466/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg) yang 

diajukan oleh para pemohon, maka dapat diambil kesimpulan yang sesuai dengan hasil 

penelitian antara lain: 

1. Poligami dalam hukum islam dan hukum Positif Pada dasarnya kebolehan 

berpoligami itu adalah mutlak dan adil, itu merupakan kewajiban bagi suami 

terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka karena tuntutan agama. Dalam hal  ini, 

isteri tunggal dalam perkawinan monogami tidak dituntut berlaku adil, hanya saja 

kapasitas adil dalam perkawinan poligami itu lebih berat, karena itulah Allah SWT 

memberikan warning agar berhati-hati dan tidak secara sengaja lebih senang atau 

cenderung bersikap lebih mencintai sebagian isteri dengan mengabaikan yang lain.   

2. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang   persetujuan 

dari istri hal terpenting dalam hal permohonan poligami yang nantinya akan 

menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak izin poligami 

seorang poligami.   

3. Tinjauan Hukum Islam dan Syarat yang paling utama dalam pertimbangan poligami 

adalah masalah kemampuan finansial. ketika seorang suami memutuskan untuk 

menikah lagi, maka yang harus pertama kali terlintas di kepalanya adalah masalah 

tanggung jawab nafkah dan kebutuhan hidup untuk dua keluarga sekaligus, Nafkah 

tentu saja tidak berhenti sekedar bisa memberi makan dan minum untuk isteri dan 

anak, tapi lebih dari itu bagaimana dia merencanakan anggaran kebutuhan hidup 



sampai kepada masalah pendidikan yang layak, rumah dan semua kebutuhan 

lainnya. 

B.  Saran     

1. Para   hakim hendaknya lebih menekankan bertangung  jawab dari Pemohon 

terhadap istri -istri dan anak-anaknya kepada Pemohon sendiri atau orang lain 

yang mengajukan izin poligami. 

2. Kepada Termohon atau para istri-istri hendaknya memikirkan dahulu dengan 

baik-baik dalam menyetujui poligami, karena akibat hukum dalam menjalani 

poligami sangat berat.  

3. Bagi Pemohon atau orang- orang yang hendak beristri lebih dari satu, 

hendaknya mempelajari dahulu syarat-syarat serta akibat hukum dari poligami 

agar sesuai dengan tujuan.  
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